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Abstract

A Non-Disclosure Agreement (NDA) is an agreement between a company and an employee intended
to protect all of the company’s confidential information from being disclosed to third parties,
particularly companies engaged in the same line of business. A failure by either party to fulfill their
agreed-upon obligations will result in a breach of contract that requires legal proof. The research
methodology employed in this study utilizes a normative legal approach through a literature review,
supplemented by the South Jakarta District Court decision No. 666/Pdt.G/2024/PN.JKT.SEL as a
real-world case example regarding breach of a Non-Disclosure Agreement. This study aims to
identify the process and challenges of proving breach of a Non-Disclosure Agreement and to
determine the legal consequences that may arise from such a breach. The process of proving breach
of contract is carried out by submitting evidence to the competent court. The legal consequences that
may arise from a breach of a Non-Disclosure Agreement include reimbursement of costs, damages,
and interest in accordance with the provisions of Article 1243 of the Civil Code, as well as the
imposition of additional sanctions in the form of imprisonment for a maximum of 2 years and/or a fine
of up to 300 million rupiah in accordance with the provisions of Article 17(1) of Law No. 30 of 2000
on Trade Secrets.
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I. PENDAHULUAN

Perusahaan di Indonesia terus menunjukan peningkatan yang dapat mendorong munculnya
berbagai bidang usaha baru di berbagai sektor. Perusahaan adalah sebuah badan usaha yang
menjalankan kegiatan secara tetap dan berulang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau
laba, baik badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun badan usaha yang bukan badan hukum
(Dalimunthe dkk, 2023).

Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya tentunya memiliki peraturan-peraturan
khusus yang harus dipatuhi oleh seluruh pihak guna menjamin kelancaran dan keberhasilan suatu
perusahaan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja. Perjanjian atau kontrak kerja dibuat guna
mengatur dan memastikan hak dan kewajiban setiap pekerja dan perusahaan dapat berjalan dengan
seimbang. Hak pekerja atau buruh merupakan tanggungjawab perusahaan yang harus terealisasi
dengan baik setelah kewajiban pekerja terhadap perusahaan telah terpenuhi. Perusahaan tentunya juga
memiliki hak-hak yang harus dipenuhi melalui ketaatan karyawan, salah satunya yang terpenting yaitu
hak untuk dijaga kerahasiaan perusahaannya oleh karyawan dengan tujuan agar informasi mengenai
perusahaan tidak diketahui oleh pihak luar atau perusahaan kompetitor, khususnya oleh perusahaan
yang memiliki bidang usaha yang sama.

Informasi penting yang menyangkut perusahaan hanya dapat diketahui oleh pimpinan
perusahaan dan beberapa karyawan yang menduduki atau memiliki posisi strategis di dalam
perusahaan tersebut dengan adanya suatu ikatan perjanjian yang disebut dengan perjanjian
kerahasiaan atau Non-Disclosure Agreement (Napitupulu dkk, 2023). Perjanjian NDA merupakan
perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan untuk menjaga informasi yang
dianggap penting dan rahasia sehingga kedua pihak setuju untuk tidak membocorkan informasi
tersebut kepada pihak ketiga (Thalib dkk, 2022). Dalam membuat perjanjian NDA, perusahaan akan
mencantumkan beberapa klausul didalamnya, diantara yaitu klausul Non-Kompetisi dan Klausul
Larangan Pengungkapan Rahasia. Klausul Non-Kompetisi mengatur bahwa pekerja/buruh tidak boleh
bekerja, dipekerjakan, atau membuka perusahaan sendiri di bidang usaha yang sejenis selama jangka
waktu tertentu yang telah di tentukan oleh perusahaan. Klausul tersebut dibuat dengan tujuan agar
pekerja yang telah di PHK ataupun yang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan perusahaan
sebelumnya tidak menyebarkan rahasia perusahaan kepada perusahaan lain ataupun perusahaan
kompetitor. Pekerja harus melaksanakan isi perjanjian tersebut, apabila karyawan tidak melaksanakan
isi perjanjian, maka akan menmbulkan suatu perbuatan wanprestasi/ingkar janji.

Kasus nayata mengenai sengketa wanprestasi dalam perjanjian NDA dapat ditemukan salah
satunya dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 666/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel yang
akan dijadikan sebagai contoh kasus nyata wanprestasi Perjanjian NDA. Perkara tersebut melibatkan
PT. FOOM (Penggugat) melawan mantan karyawannya, Rezha Syuhnizar (Tergugat), yang
melanggar perjanjian NDA. Perjanjian NDA melarang karyawan/mantan karyawan bekerja ataupun
dipekerjakan di perusahaan sejenis selama jangka waktu 2 tahun pasca pemutusan hubungan kerja
serta berisi larangan untuk mengungkapkan segala informasi yang dianggap rahasia oleh perusahaan.
Rezha Syuhnizar berhenti kerja pada tanggal 12 Desember 2023 (dibuktikan Surat Nomor
397/Sket/FLG/X11/2023), Namun, hanya dalam kurun waktu satu bulan, tepatnya pada bulan Januari
2024, Rezha Syuhnizar terbukti bergabung dengan perusahaan kompetitor yang bergerak di bidang
usaha yang sama, padahal Rezha Syuhnizar masih terikat perjanjian NDA selama 2 tahun sesuai
dengan isi perjanjian yang telah Rezha Syuhnizar sepakati. Dengan adanya alat bukti yang kuat,
Penggugat (PT. FOOM) berhasil memenangkan gugatan wanprestasinya, sehingga majelis hakim
mengabulkan gugatan dan menyatakan Rezha Syuhnizar terbukti melakukan wanprestasi.

Pengaturan hukum di Indonesia belum mengatur secara khusus dan jelas mengenai perjanjian
NDA yang memuat klausul Non-Kompetisi dan Larangan Pengungkapan Rahasia, sehingga masih
belum ada kejelasan mengenai perjanjian tersebut apakah dilarang atau diperbolehkan untuk
memberlakukan perjanjian NDA sebagai kontrak kerja antara perusahaan dengan karyawan. Menurut
peneliti terdahulu, Windi Afdal dan Wulan Purnamasari dalam jurnalnya menyimpulkan bahwa
perjanjian NDA telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan sehingga perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat SAH perjanjian yang ke-4 (sebab
yang halal), sehingga pihak yang melanggar perjanjian NDA tidak dapat dinyatakan wanprestasi atau
perjanjian NDA tersebut harus batal demi hukum (Afdal, Purnamasari: 2021).
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian terdahulu lebih
membahas ketentuan hukum tentang NDA dalam sebuah perjanjian kerja berdasarkan ketentuan
Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pembahasan
tentang bagaimana pembuktian wanprestasi perjanjian NDA serta akibat hukum apa yang dapat
timbul dari adanya perbuatan wanprestasi dalam perjanjian NDA.

Penelitian ini penting dilakukan guna melihat dan mengidentifikasi tantangan pembuktian
perjanjian NDA dalam perkara wanprestasi serta memberikan pemahaman tentang bagaimana akibat
hukum yang dapat timbul dari adanya pelanggaran wanprestasi perjanjian NDA, sehingga dapat
meminimalisir terjadinya pelanggaran yang serupa.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Menurut Peter, pendekatan yuridis
normatif dilakukan dengan cara memfokuskan pada penerapan norma-norma dalam hukum positif,
seperti mengkaji pada berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang,
literatur-literatur yang relevan, yang selanjutnya akan dianalisis serta dikaitkan dengan inti
permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Pada penulisan karya ilmiah, metode penelitian
ditujukan guna menelusuri, mengelola, dan menyusun bahan-bahan hukum yang ditemukan sehingga
penulis mendapatkan rumusan akhir yang sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah untuk menjawab
masalah yang sedang dihadapi serta memperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan
(Peter, 2005).

Teknik pengumpulan data yang dalam penulisan ini diperoleh melalui studi kepustakaan
terhadap peraturan perundang-undangan, pengumpulan literatur yang relevan, termasuk mencakup
buku-buku hukum, kamus hukum, jurnal hukum, berbagai komentar terhadap putusan pengadilan,
serta bahan non hukum berupa internet, laporan penelitian non hukum, dan jurnal non hukum yang
masih relevan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembuktian Wanprestasi Dalam Perjanjian Non-Disclosure Agreement

Perjanjian NDA merupakan perjanjian yang dibuat antara pihak perusahaan dengan karyawan
guna melindungi informasi rahasia perusahaan agar tidak ditiru oleh perusahaan pesaing yang
memiliki jenis usaha yang sama (Mutalib, 2021). Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya,
tentunya membutuhkan sebuah ide, rancangan, dan inovasi yang digunakan sebagai pembeda dengan
perusahaan lainnya. Sebagai langkah awal yang dapat perusahaan lakukan untuk melindungi
informasi perusahaannya yaitu dengan cara membuat perjanjian NDA. Dalam pembuatan perjanjian
NDA, perusahaan akan mencantumkan beberapa klausul di dalamnya, seperti klausul non-kompetisi
dan klausul larangan pengungkapan rahasia.

Klausul non-kompetisi berisi larangan memiliki, mengelola, mengoperasikan, serta
dipekerjakan dalam perusahaan yang memiliki jenis usaha yang sama baik pada saat masih bekerja
dengan perusahaan ataupun setelah keluar dari perusahaan dengan jangka waktu minimal 2 (dua)
tahun semenjak karyawan keluar dari perusahaan (Diharianto, Lutfi: 2024). Pemberian dan
pengaturan jangka waktu yang jelas harus diperhatikan oleh pihak perusahaan ketika akan
mencantumkan klausul non-kompetisi dalam perjanjian NDA agar tidak merebut kebebasan dan hak
karyawan dalam memperoleh lapangan pekerjaan yang baru.

Klausul larangan pengungkapan rahasia berisi larangan untuk membuat, menjual,
memasarkan, menawarkan produk yang sejenis dengan bisnis yang dihasilkan oleh perusahaan.
Penambahan klausul tersebut ditujukan untuk menghindari persaingan bisnis secara langsung yang
dapat mengancam stabilitas ekonomi perusahaan.

Keberadaan pengaturan klausul non-kompetisi dalam perjanjian NDA masih menuai simpang
siur dikalangan masyarakat dan di dunia perusahaan. Dari sisi perusahaan, pengaturan klausul non-
kompetisi dalam NDA sangat penting dilakukan oleh perusahaan guna melindungi kerahasiaan
informasi perusahaan dari seorang pekerja yang telah mengetahui proses produksi, cara kerja, atau
proses-proses lain yang menyangkut stabilitas perusahaan. Namun disisi lain, pemberlakuan klausul
non-kompetisi dalam perjanjian NDA dapat membatasi ruang gerak pekerja sehingga karyawan akan
mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan yang baru (Diharianto, Lutfi: 2024).
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Kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban perjanjiannya akan menimbulkan
persoalan wanprestasi atau ingkar janji yang memerlukan pembuktian secara hukum untuk
membuktikan pihak tersebut (tergugat) memang terbukti melakukan wanprestasi atau sebaliknya.
Pembuktian dalam hukum perdata bertujuan untuk meyakinkan majelis hakim terkait fakta-fakta yang
diajukan oleh para pihak. Berdasarkan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
setiap orang yang mengaku memiliki suatu hak, baik untuk menegakkan haknya sendiri maupun
untuk menolak hak orang lain, maka ia diwajibkan untuk membuktikan hak atau peristiwa yang
menjadi dasar klaimnya. Dalam proses pembuktian, kewajiban membuktikan atau beban pembuktian
ada pada pihak yang mendalilkan (Penggugat). Alat bukti yang diajukan oleh penggugat harus lebih
kuat dibandingkan alat bukti yang diajukan oleh pihak lawan (tergugat). Jika alat bukti yang diajukan
penggugat tidak lebih kuat, majelis hakim tidak memiliki dasar hukum untuk mengabulkan gugatan
dari pihak penggugat, sehingga permohonan perkara ditolak demi tetap menjaga prinsip
preponderance of evidence (Wahyuni, 2022).

Pembuktian didefinisikan sebagai suatu proses dalam pengungkapan sebuah fakta-fakta yang
menyatakan bahwa suatu perkara hukum telah terjadi sehingga dapat menjadi tolak ukur bagi hakim
untuk menilai apakah perkara tersebut dapat ditindak secara hukum (Hadrian, Hakim: 2020). Kunci
dari berhasilnya pembuktian wanprestasi terletak pada adanya bukti yang dikumpulkan secara
lengkap sehingga bukti tersebut dapat saling menguatkan. Pihak penggugat tentunya perlu
mengatur argumentasi dan menyiapkan alat bukti yang bersangkutan untuk dapat meyakinkan
hakim tentang tindakan tergugat yang telah lalai dalam memenubhi isi dari perjanjian. Pihak
tergugat tentunya juga memiliki hak yang sama untuk mengajukan bukti sebagai bentuk
pembelaan dengan alasan yang sah. Kedua belah pihak dapat bersaing menyajikan fakta
hukum, dimana pihak penggugat yang mendalilkan harus membuktikan kebenaran dalilnya,
sementara pihak lawan atau tergugat dapat membantah dalil dari penggugat dengan alat bukti
yang ada (Agastya, 2025).

Proses pembuktian wanprestasi perjanjian NDA dapat dilakukan dengan cara menyelidiki
suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan tersebut benar-benar nyata ada atau tidak. Dalam
proses pembuktian sendiri tentunya membutuhkan peran dari seorang majelis hakim guna meninjau
alat-alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak demi menciptakan putusan yang seadil-
adilnya. Setelah semua pihak mengajukan alat bukti, majelis hakim akan mempertimbangkan,
mempelajari, serta mengevaluasi alat bukti secara menyeluruh, teliti, dan objektif guna mencapai
keyakinan tentang fakta perkara sehingga majelis hakim dapat menarik kesimpulan apakah pihak
yang digugat dalam perkara wanprestasi tersebut memang terbukti melakukan ingkar janji
(wanprestasi) terhadap ketentuan-ketentuan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Pihak yang
menginginkan suatu kemenangan dalam suatu putusan harus berhasil membuktikan dalil-dalil yang
menjadi dasar gugatannya. Apabila penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil yang menjadi
dasar gugatannya, maka gugatan dari penggugat akan ditolak, dan apabila penggugat berhasil
membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan tersebut akan dikabulkan (Ginting, 2020). Alat-
alat bukti yang dapat penggugat ajukan dalam proses pembuktian wanprestasi perjanjian NDA, antara
lain:

1) Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan
Perusahaan ketika akan menderikan sebuah badan usaha, khususnya Perseroan

Terbatas (PT), maka perusahaan memerlukan adanya sebuah akta pendirian perusahaan.

Dalam pembuatan sebuah Akta pendirian, perusahaan akan melibatkan pejabat umum yang

berwenang/ Notaris dalam proses pembuatannya. Akta pendirian perusahaan bertujuan untuk

memberikan status legal dimata hukum yang dapat menguntungkan perusahaan serta dapat
memperjelas kedudukan perusahaan sebagai badan usaha ketika terjadi perselisihan selama
menjalankan bisnis usahanya (Mariska, 2023). Sebuah akta yang dibuat melalui notaris, maka
akta tersebut tergolong menjadi akta autentik. Dalam proses pembuktian, akta autentik
memiliki kekuatan pembuktian yang lebih sempurna. Perusahaan dapat menunjukan bukti
akta pendirian perusahaan untuk membuktikan keberadaan dan legalitas perusahaannya
kepada majelis hakim, sehingga dapat menjadi pertimbangan majelis hakim untuk
memenangkan gugatan dari penggugat. Sebagai sebuah badan hukum yang memiliki dan
menjalankan kegiatan usaha yang memiliki nilai ekonomi, perusahaan diberikan hak oleh
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2)

3)

4)

Undang-Undang untuk menjaga rahasia perusahaannya dari pihak ketiga yang dapat
merugikan atau menurunkan nilai dari usahanya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Salmon, Fabiola: 2019).

Fotokopi Perjanjian NDA

Perjanjian NDA tergolong menjadi akta dibawah tangan karena dibuat dan
ditandatangani langsung oleh para pihak tanpa melibatkan perantara pejabat umum yang
berwenang/Notaris. Meskipun demikian, perjanjian NDA tetap menjadi alat bukti yang sah,
namun kekuatan pembuktiannya lemah dan rentan disangkal oleh tergugat.

Tindakan seseorang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi apabila memenuhi salah
satu unsur wanprestasi, yaitu adanya perjanjian yang tidak bertentangan Undang-Undang.
Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, Perusahaan sebagai
pemilik rahasia dagang dalam menjalankan usahanya diberikan suatu hak untuk melarang
pihak lain menggunakan atau mengungkapkan rahasia dagang tersebut kepada pihak ketiga.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 telah memberikan hak kepada perusahaan untuk
melarang pihak lain menggunakan atau mengungkapkan rahasia dagang perusahaannya, maka
perjanjian NDA adalah hak yang telah diberikan oleh Undang-Undang kepada pihak
perusahaan. Dengan demikian, perjanjian NDA memenuhi syarat sah perjanjian (sebab yang
halal) dan harus berlaku sebagai Undang- Undang bagi parak pihak yang membuatnya sesuai
dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Fotokopi Surat Keterangan Berhenti Bekerja Tergugat

Surat keterangan berehnti bekerja/paklaring merupakan dokumen resmi yang
dikeluarkan oleh instansi atau perusahaan terkait yang berisi informasi penting karyawan,
seperti nama karyawan, posisi/jabatan sebelumnya, masa kerja, serta keterangan lain yang
berkaitan dengan perilaku karyawan selama masa bekerja. Dengan adanya informasi masa
kerja/ tanggal pemberhentian kerja karyawan, surat keterangan berhenti bekerja dapat menjadi
acuan dan penentu jangka waktu perjanjian NDA akan berakhir.

Contoh kasus nyata wanprestasi perjanjian NDA antara PT. FOOM (Penggugat) dan
Rezha Syuhnizar (Tergugat) dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor
666/Pdt.G/2024/PN.JKT.SEL, dimana penggugat mengajukan alat bukti surat keterangan
berhenti bekerja tergugat yang menyatakan bahwa tergugat resmi tidak bekerja pada PT.
FOOM tertanggal 12 Desember 2023. Namun pada bulan januari 2024, PT. FOOM
mengetahui bahwa tergugat telah bekerja pada perusahaan kompetitornya yang dibuktikan
dengan tangkapan layar linkedin milik tergugat. Dengan ini, tergugat tidak dapat menyangkal
fakta hukum yang dihadirkan oleh penggugat yaitu hanya dalam kurun waktu satu bulan,
tergugat telah bergabung dengan perusahaan kompetitor PT. FOOM, sehingga Rezha
Syuhnizar (Tergugat) telah melanggar ketentuan klausul non-kompetisi pada perjanjian NDA
yang melarang untuk menjadi bagian perusahaan pesaing dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.
Adanya pelanggaran perjanjian yang konkret

Alat bukti selanjutnya yang dapat digunakan dalam proses pembuktian wanprestasi
Perjanjian NDA yaitu bukti-bukti yang menunjukan secara jelas dan nyata bahwa tergugat
memang melakukan pemindahan kerja terhadap perusahaan kompetitor selama kurang dari
jangka waktu 2 (dua) tahun sesuai yang telah diatur dalam klausul Non-Kompetisi ataupun
alat bukti yang menunjukan bahwa tergugat telah mengungkapkan rahasia dagang perusahaan
sebelumnya kepada pihak ketiga sesuai yang telah diatur dalam Klausul Larangan
Pengungkapan Rahasia dalam perjanjian NDA. Kasus nyata perkara wanprestasi perjanjian
NDA antara PT. FOOM (Penggugat) dan Rezha Syuhnizar (Tergugat). Penggugat
menyertakan alat bukti elektronik sebagai bukti tambahan untuk memperkuat dalil-dalil
gugatannya. Alat bukti elektronik yang diajukan yaitu tangkapan layar dari status Whatsapp
milik pribadi tergugat yang memperlihatkan bahwa tergugat telah bekerja pada perusahaan
pesaing PT. FOOM yang memiliki kegiatan usaha yang sama. Selain itu, bukti elektronik
yang diajukan yaitu tangkapan layar linkedin milik tergugat yang menunjukan bahwa ia
sedang bekerja pada PT. MOVI/ perusahaan kompetitor yang memiliki jenis kegiatan usaha
yang sama. Bukti tersebut diterima oleh majelis hakim sebagai alat bukti tambahan untuk
menjadi tolak ukur majelis hakim dalam memutus perkara. Informasi elektronik dan/atau
dokumen elektronik tergolong menjadi alat bukti yang sah sesuai ketentuan hukum acara

Bitha, dkk Pembuktian Wanprestasi NDA, 50-58 54




Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. X, No. 1, Juni 2026
ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370
http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

yang berlaku di negara Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut

UU ITE, informasi atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah dan dapat

digunakan dalam proses pembuktian Suatu alat bukti elektronik dianggap sah apabila

informasi tersebut dapat diakses oleh sistem elektronik, dapat ditampilkan, dapat
dipertanggungjawabkan, dijamin keutuhannya, serta dapat dijamin keasliannya (Soroinda,

Nasution: 2022).

5) Saksi-saksi yang mengetahui pelanggaran
Kedudukan keterangan saksi menjadi salah satu alat bukti yang sah di dalam
persidangan sesuai dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bukti saksi
digunakan apabila alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat masih tidak memadai
untuk dapat membuktikan suatu fakta (Lubis dkk, 2025). Alat bukti saksi dapat ditambahkan
dalam proses pembuktian wanprestasi Perjanjian NDA untuk memperkuat dalil Penggugat
dan meyakinkan majelis hakim bahwa perkara wanprestasi perjanjian tersebut memang benar
adanya. Saksi dapat memberikan keterangan mengenai proses kesepakatan terjadinya
perjanjian, memastikan bahwa perjanjian yang diberikan telah dibuat tanpa adanya unsur
paksaan, serta memberikan konfirmasi mengenai klausul apa yang menjadi dasar gugatan
wanprestasi. Perjanjian NDA merupakan perjanjian yang bersifat dibawah tangan atau dalam
pembuatannya tidak melibatkan pihak notaris didalamnya, sehingga kedudukan saksi dapat
membantu majelis hakim menilai fakta-fakta yang ada di dalam persidangan.
6) Fotokopi Surat Somasi/Surat Peringatan
Alat bukti surat somasi atau surat peringatan memiliki kedudukan yang sangat

penting sebagai syarat formil untuk menyatakan debitur dalam keadaan wanprestasi. Dasar
hukum somasi tertuang dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Surat
somasi atau dapat disebut juga (ingebrekestelling) merupakan sebuah peringatan yang
dituangkan dalam bentuk tertulis yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain dengan
tujuan agar pihak tersebut memenuhi prestasi atau kewajiban tertentu (Yahukimo, 2025).
Surat somasi akan diberikan oleh Penggugat kepada pihak Tergugat sebagai bentuk teguran
dan peringatan bahwa Tergugat telah lalai dalam pemenuhan prestasinya. Namun apabila
setelah pemberian surat somasi/surat peringatan Tergugat tetap tidak memiliki itikad baik
dalam pemenuhan perjanjian atau dalam kata lain tergugat memang sengaja mangkir dari
kewajibannya, maka surat somasi ini dapat dijadikan sebagai alat bukti yang menunjukan
sehingga dapat membantu majelis hakim untuk memperkuat dan menyatakan pihak Tergugat
melakukan wanprestasi.

Alat-alat bukti yang telah disebutkan diatas dapat diajukan penggugat sebagai bahan
pertipertimbangan dalam proses pembuktian wanprestasi NDA. Alat bukti yang telah diajukan oleh
masing-masing pihak akan ditinjau dan dipelajari oleh hakim lebih lanjut guna menciptakan putusan
yang seadil-adilnya bagi pihak-pihak yang sedang berperkara.

Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Non-Disclosure Agreement

Pengaturan wanprestasi dalam konteks hukum perikatan Indonesia memiliki peran yang
penting guna menjaga kepastian dan keadilan hukum dalam pelaksanaan sebuah perjanjian.
Wanprestasi merujuk pada suatu kegagalan debitur dalam memenuhi perjanjian. Berdasarkan
ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perikatan yang harus dipenuhi oleh
seorang debitur dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, serta untuk tidak bebruat sesuatu.
Apabila seorang debitur tidak melakukan salah satu dari kewajiban tersebut, maka perbuatan debitur
dianggap telah melakukan wanprestasi. Perbuatan cidera janji/wanprestasi terhadap perjanjian akan
menimbulkan suatu akibat hukum bagi pihak yang melanggarnya.

Akibat hukum merupakan konsekuensi atau dampak yang dapat timbul dari adanya suatu
perbuatan hukum (Yuhelson, 2017). Pada dasarnya, akibat hukum merupakan sebuah tanggungjawab
pihak debitur untuk menanggung segala kerugian yang dialami oleh pihak kreditur serta konsekuensi
lain yang telah diatur dalam Undang-Undang maupun dapat dicantumkan oleh isi perjanjian itu
sendiri. Terjadinya wanprestasi menyebabkan pihak lawan (kreditur) dapat mengalami kerugian
materiil maupun i-materiil. Oleh karena adanya kerugain yang dialami oleh pihak kreditur, maka
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pihak yang melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan (kreditur).
Tuntutan atau upaya hukum yang dapat diajukan oleh pengggugat, diantaranya sebagai
berikut:

a. Pembatalan perjanjian saja, artinya krediur meminta kepada majelis hakim untuk menyatakan
bahwa perjanjian tersebut tidak lagi mengikat atau dianggap tidak pernah ada, atau juga meminta
untuk mengembalikan posisi kedua belah pihak dalam keadaan semula karena perjanjian tersebut
telah cacat dalam pelaksanaannya.

. Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi berupa biaya, rugi, dan bunga.

c. Pemenuhan kontrak saja, artinya kreditur hanya meminta debitur untuk memenuhi prestasinya
saja.

d. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, artinya selain meminta untuk tetap memenuhi isi dari
perjanjian, pihak kreditur juga meminta ganti rugi kepada debitur.

e. Menuntut atau meminta ganti kerugian saja, artinya pihak kreditur hanya menuntut pemulihan
dalam bentuk ganti rugi (uang), tanpa meminta sanksi lain seperti pemidanaan, pemutusan
hubungan kerja, serta pembatalan perjanjian (Sinaga, Darwis: 2015)

Perjanjian NDA umumnya bertujuan melarang karyawan maupun mantan karyawan untuk
bekerja atau dipekerjakan pada perusahaan pesaing yang memiliki bidang usaha yang sama, serta
dilarang mengungkapkan segala informasi rahasia yang berkaitan dengan perusahaan. Berdasarkan
ketentuan Pasal 1242 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila perikatan tersebut bertujuan
untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak yang melanggar perjanjian wajib mengganti kerugian,
termasuk biaya serta bunga yang timbul akibat adanya pelanggaran perjanjian tersebut.

Penggantian biaya, rugi, serta bunga karena adanya wanprestasi atau kelalaian dalam
pemenuhan perjanjian baru diwajibkan apabila debitur telah dinyatakan lalai tetapi debitur tetap
mengabaikan kewajibannya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata.

Perusahaan dalam menjalankan usahanya membutuhkan sebuah ide, rancangan, inisiatif, hasil
kerja, data pelanggan, serta strategi pemasaran di dalamnya, sehingga perusahaan ingin melindungi
hal tersebut agar keberadaannya tetap menjadi rahasia dan tidak diketahui oleh perusahaan
pesaingnya. Oleh karena itu perjanjian NDA sangat erat hubungannya dengan Undang-Undang
Nomor 30 tentang Rahasia Dagang.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
menyatakan: “Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi
dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga
kerahasiaanya oleh pemilik rahasia dagang”. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Perusahaan sebagai pemilik dari rahasia dagang memiliki
hak untuk:

a. Menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya;

b. Memberikan lisensi kepada pihak lain, namun dengan catatan melarang pihak tersebut
(karyawan) untuk menggunakan rahasia dagangnya atau mengungkapkan rahasia dagang itu
kepada pihak ketiga untuk kepentingan komersialnya (Chandrika, 2019).

Pengaturan hukum yang sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2000 tentang Rahasia Dagang membuktikan bahwasannya perusahaan diperbolehkan dan diberikan
hak untuk menjaga informasi rahasia perusahaannya agar tidak ditiru oleh pesaingnya atau orang luar
yang dapat membawa kerugian dan menurunkan nilai dari usahanya. Dengan adanya keterkaitan
dengan Undang-Undang Rahasia Dagang, pihak yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian
NDA tidak hanya diwajibkan untuk melakukan ganti rugi sesuai dengan Pasal 1243 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, namun juga dapat diberikan sanksi tambahan sesuai Pasal 17 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Sebagaimana yang dimaksudkan
dalam pasal tersebut, yaitu:

“Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain,

atau dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang milik orang lain, atau memperoleh

dan menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan, maka dapat

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau dikenakan denda paling

banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.
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Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia
Dagang, perbuatan seseorang yang dianggap melanggar rahasia dagang apabila ia memperoleh atau
menguasai rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

IV. KESIMPULAN

Pembuktian diatur dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Proses
pembuktian dilakukan dengan cara meninjau alat bukti kepada majelis hakim yang berwenang.
Perjanjian NDA tidak dibuat dihadapan Notaris, sehingga keasliannya masih rentan disangkal oleh
Tergugat. Pihak Penggugat dalam proses pembuktian harus mengajukan alat bukti tambahan seperti
keterangan saksi, alat bukti elektronik, serta surat somasi yang telah diberikan kepada Tergugat guna
memperkuat dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata. Dalam proses pembuktian, Penggugat harus dapat membuktikan 3 (tiga) unsur agar
perbuatan Tergugat dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, diantaranya yaitu adanya perjanjian
yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ada pihak yang melanggar perjanjian, serta adanya
surat somasi/peringatan yang telah diberikan kepada tergugat. Majelis hakim akan meninjau alat bukti
yang dihadirkan guna memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi kedua belah pihak.

Tergugat yang terbukti melakukan wanprestasi dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 1243
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu penggantian biaya, rugi, serta bunga karena tidak
terpenuhinya suatu perikatan. Perjanjian NDA berisi informasi rahasia perusahaan sehingga berkaitan
erat dengan Undang-Undang Rahasia Dagang sehingga Tergugat yang terbukti melanggar perjanjian
NDA serta terbukti mengungkapkan rahasia dagang perusahaan dapat dikenakan sanksi tambahan
yaitu berupa pemberian sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp 300.000.000,00 sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000
tentang Rahasia Dagang.
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